TABEL PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR S.D TAHUN 2015

No Judul Regulasi Nomor | Tahun Sinopsis Keterangan
1 PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN 31 1995 |[PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN
BANGUNAN/TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA BANGUNAN/TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA
2 ORGANISASI JDI HUKUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 12 2001 |ORGANISASI JDI HUKUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
3 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 03 2005 |PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DINAS (UPTD) PADA DINAS-DINAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (UPTD) PADA DINAS-DINAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
4 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 03 2005 |PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LAMPIRAN
DINAS (UPTD) PADA DINAS-DINAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (UPTD) PADA DINAS-DINAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
5 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TUNJANGAN STAF KHUSUS DILINGKUNGAN 04 2005 |PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TUNJANGAN STAF KHUSUS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
6 ALOKASI BIAYA PUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 05 2005 |ALOKASI BIAYA PUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
7 PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATAURAN DAERAH 01 2006 |PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATAURAN DAERAH TENTANG
TENTANG ANGGARAN PENDPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI ANGGARAN PENDPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2006 TAHUN ANGGARAN 2006
8 PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 4 2006 |PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
9 PENETAPAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PNS DAERAH PROV.KALTIM 30 2007 |PENETAPAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PNS DAERAH PROV.KALTIM
10 PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG 1 2007 |PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007
11 PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2007.pdf 2 2007 |PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2007.pdf
12 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK 3 2007 |KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007
13 KETENTUAN TENAGA HONORER (PTT) DI LINGKUNGAN PEMPROV KALTIM.pdf 4 2007 |PERGUB.04.2007 ttg KETENTUAN TENAGA HONORER (PTT) DI LINGKUNGAN PEMPROV
KALTIM.pdf
14 TATA KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 21 2007 |TATA KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
15 PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN 34 2007 |PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN PEGAWAI [Dirubah dengan Peraturan Gubernur
PNS DILINGKUNGAN PEMPROV KALTIM NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun
2011 Tentang Perubahan Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Tentang
Pendelegasian Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan,
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur
16 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BG PNS,CPNS DAN PTT PEMPROV 4 2008 |PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BG PNS,CPNS DAN PTT PEMPROV KALTIM
KALTIM
17 PENGATURAN PENGELOLAAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PUNGUTAN 6 2008 |PENGATURAN PENGELOLAAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PUNGUTAN PBB
PBB
18 PENETAPAN HET PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2008 7 2008 |PENETAPAN HET PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2008
19 TATA CARA PERIZINAN PERUSAHAAN BIDANG PERTAMBANGAN UMUM 11 2008 |TATA CARA PERIZINAN PERUSAHAAN BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
20 PERUBAHAN LAMPIRAN TTG SUMBANGAN PON THN 2008 DI KALTIM 5 2008 |SUMBANGAN PON THN 2008 DI KALTIM PERUBAHAN LAMPIRAN
21 PENGATURAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN 8 2008 |PENGATURAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK
PAJAK DAERAH DAERAH
22 TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN UTK LINTAS KAB-KOTA 10 2008 |TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN UTK LINTAS KAB-KOTA




23 PERUBAHAN PERGUB KALTIM NO 50 TAHUN 2005 TTG KETENTUAN TATA NASKAH 13 2008 |KETENTUAN TATA NASKAH DINAS PERUBAHAN PERGUB KALTIM NO 50
DINAS TAHUN 2005

24 TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANSOS DAN HIBAH 14 2008 |TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANSOS DAN HIBAH PEMPROV
PEMPROV KALTIM KALTIM

25 PENGELUARAN DAERAH UTK PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN LUNCURAN 17 2008 |PENGELUARAN DAERAH UTK PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN LUNCURAN APBD THN
APBD THN 2008 2008

26 MEKANISME PENGELOLAAN ADM KEUANGAN DIKLAT PNS YG BERSUMBER DARI 18 2008 |MEKANISME PENGELOLAAN ADM KEUANGAN DIKLAT PNS YG BERSUMBER DARI DANA
DANA KONTRIBUSI KONTRIBUSI

27 PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROV KALTIM 19 2008 |PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROV KALTIM

28 PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN UMUM DGN TAXI ARGOMETER DALAM 20 2008 |PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN UMUM DGN TAXI ARGOMETER DALAM WILAYAH PROV
WILAYAH PROV KALTIM KALTIM

29 PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA 21 2008 |PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM
DALAM PROVINSI PROVINSI

30 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROV KALTIM THN 2009 22 2008 |RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROV KALTIM THN 2009

31 TATA CARA PERSYARATAN PENILAIAN IJIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN 23 2008 |TATA CARA PERSYARATAN PENILAIAN IJIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN UTK
PERALATAN UTK IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN ATAU 1ZIN PEMANFAATAN KAYU PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN ATAU KAWASAN BUDIDAYA
KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN NON KEHUTANAN

32 PERMBERLAKUAN PERMENDAGRI NO 22 TAHUN 2008 DAN NO 26 THN 2008 TTG 24 2008 |PERMBERLAKUAN PERMENDAGRI NO 22 TAHUN 2008 DAN NO 26 THN 2008 TTG
PENGHITUNGAN DASAR PKB DAN BBNKB PENGHITUNGAN DASAR PKB DAN BBNKB

33 PENETAPAN JAFUNG DILINGKUNGAN PROV KALTIM 25 2008 |PENETAPAN JAFUNG DILINGKUNGAN PROV KALTIM

34 FORMASI JAFUNG DILINGKUNGAN PEMPROV KALTIM 26 2008 |FORMASI JAFUNG DILINGKUNGAN PEMPROV KALTIM

35 TARIF ANGKUTAN PENYEBARANGAN LINTAS KAB-KOTA 27 2008 |TARIF ANGKUTAN PENYEBARANGAN LINTAS KAB-KOTA

36 PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH 30 2008 |PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

37 KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR HADIR 31 2008 |KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR HADIR

38 PEDOMAN PENYUSUNAN RKA SKPD TA 2009 34 2008 |[PEDOMAN PENYUSUNAN RKA SKPD TA 2009

39 PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI 37 2008 |PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI

40 PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI & TATA KERJA SETDA PROV KALTIM 43 2008 |PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI & TATA KERJA SETDA PROV KALTIM

41 PENJABARAN TUPOKSI TATA KERJA DINAS DAERAH PROV KALTIM 45 2008 |PENJABARAN TUPOKSI TATA KERJA DINAS DAERAH PROV KALTIM

42 PENJABARAN TUPOKSI RSUD PROV KALTIM 47 2008 |PENJABARAN TUPOKSI RSUD PROV KALTIM

43 PENJABARAN TUPOKSI LEMBAGA YG DIBENTUK DGN PERATURAN PERUNDANG 48 2008 |PENJABARAN TUPOKSI LEMBAGA YG DIBENTUK DGN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
UNDANGAN TERSENDIRI TERSENDIRI

44 RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI PROV KALTIM TAHUN 2008 52 2008 |RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI PROV KALTIM TAHUN 2008

45 ORGANISASI TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KALTIM 57 2008 |ORGANISASI TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KALTIM

46 PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN DAN 59 2008 |PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KEHUTANAN PROV KALTIM PROV KALTIM

47 PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN 44 2008 |PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

48 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akutansi Rumah Sakit Umum Daerah 32 2008 |Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akutansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kalimantan Timur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

49 PENJABARAN TUPOKSI ITPROV BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROV 46 2008 |PENJABARAN TUPOKSI ITPROV BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROV KALTIM
KALTIM

50 PERUBAHAN PERGUB 31 TAHUN 2008 TTG KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR HADIR 5 2009 |KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR HADIR PERUBAHAN PERGUB 31 TAHUN

2008

51 TUGAS WEWENANG WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 8 2009 |TUGAS WEWENANG WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

52 JUKLAK BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) TAHUN 2009 78 2009 [JUKLAK BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) TAHUN 2009

53 Pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur 6 2009 |PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR




54 PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA 1 2009 |PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN HAK
PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH/IUPHHK), HAK PEGUSAHAAN PENGUSAHAAN HUTAN (HPH/IUPHHK), HAK PEGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI/IUPHHK-HT) DAN PERKEBUNAN TERHADAP (HPHTI/IUPHHK-HT) DAN PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

55 PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA 2 2009 |PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM
DALAM PROVINSI (AKDP) KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM PROVINSI (AKDP) KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL
DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

56 URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI 73 2009 |URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TIMUR

57 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS 15 2009 |ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

58 TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANSOS 25 2010 |TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANSOS PEMPROV
PEMPROV KALTIM KALTIM

59 PENETAPAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 61 2010 |PENETAPAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

60 PEDOMAN PENETAPAN TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 10 2010 |PEDOMAN PENETAPAN TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DI
(PBBKB) DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

61 PENERAPAN PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA 19 2010 |PENERAPAN PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
MILIK DAERAH (BUMD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN (BUMD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TIMUR

62 KETENTUAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN 40 2010 |KETENTUAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TIMUR

63 PENETAPAN JENIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMPROV 15 2011 |PENETAPAN JENIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMPROV KALTIM
KALTIM

64 FORMASI JAFUNG TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMPROV KALTIM 16 2011 |[FORMASI JAFUNG TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMPROV KALTIM

65 PENETAPAN JENIS JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMPROV 19 2011 |PENETAPAN JENIS JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMPROV KALTIM
KALTIM

66 PERUBAHAN PERGUB NO 34 TH 2007 TTG PENDELEGASIAN WEWENANG 20 2011 |PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS |PERUBAHAN PERGUB NO 34 TH
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS DILINGKUNGAN DILINGKUNGAN PEMPROV KALTIM 2007
PEMPROV KALTIM

67 PEDOMAN PELAKSANAAN KALTIM HIJAU 22 2011 |[PEDOMAN PELAKSANAAN KALTIM HIJAU

68 PEDOMAN PERJALANAN DINAS 24 2011 [PEDOMAN PERJALANAN DINAS

69 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROV KALTIM TH 2012 33 2011 |RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROV KALTIM TH 2012

70 JUKNIS PEMBENAHAN ARSIP KONVENSIONAL TEKSTUAL ARSIP INAKTIF 41 2011 |PETUNJU TEKNIS PEMBENAHAN ARSIP KONVENSIONAL TEKSTUAL ARSIP INAKTIF
DILINGKUNGAN PEMPROV KALTIM DILINGKUNGAN PEMPROV KALTIM

71 PANDUAN PROGRAM BEASISWA DAN STIMULAN PEMERINTAH PROVINSI 45 2011 |PANDUAN PROGRAM BEASISWA DAN STIMULAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
KALIMANTAN TIMUR TIMUR

72 PEDOMAN PENYUSUNAN RKA SKPD TH ANGGARAN 2012 47 2011 |PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

73 PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KPD WAJIB PAJAK YG 52 2011 |PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KEPADA WAJIB PAJAK YG
MEMBAYAR 6 BLN SEBELUM JATUH TEMPO MEMBAYAR 6 BULAN SEBELUM JATUH TEMPO

74 ORGANISAS| & TATA KERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTRE PROV KALTIM 53 2011 |ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTRE PROVINSI KALTIM

75 PERUBAHAN PERGUB NOMOR 19 TAHUN 2009 TTG ORGANISASI DAN TATA KERJA 59 2011 |ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERTANIAN PERUBAHAN PERGUB NOMOR 19
UPTD DISPERTAN PANGAN PROV KALTIM TANAMAN PANGAN PROVINSI KALTIM TAHUN 2009

76 KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH PROV KALTIM 63 2011 [KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH PROVINSI KALTIM

77 KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 66 2011 |[KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR




78 PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA & PELAPORAN AKUNTABILITAS 75 2011 |PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KINERJA INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMPROV KALTIM INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
79 TATA CARA PEMBERIAN HIBAH & BANSOS PROV KALTIM 77 2011 |TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
80 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH 81 2011 [PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
81 RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN 86 2011 |RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG &
ORANG & EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK PROV KALTIM EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK PROV KALTIM
82 ORGANISASI & TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS JAMKES PROV 97 2011 |ORGANISASI & TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS JAMKES PROV KALTIM PD
KALTIM PADA DINAS KESEHATAN PROV KALTIM DISKES PROV KALTIM
83 TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMPROV KALTIM 98 2011 |TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MLK DAERAH PEMPROV KALTIM
84 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DARI PEROLEHAN LAINNYA YANG SAH 99 2011 |PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DARI PEROLEHAN LAINNYA YANG SAH
DILINGKUNGAN PEMPROV KALTIM DILINGKUNGAN PEMPROV KALTIM
85 PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMPROV 100 2011 |PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMPROV KALTIM
KALTIM
86 TATA CARA PEMBERIAN IZIN PELINTASAN JALAN UMUM 37 2011 [PERGUB.37.2011 ttg TATA CARA PEMBERIAN IZIN PELINTASAN JALAN UMUM
87 PEMBEBASAN BEA POKOK BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN 1 2011 |PEMBEBASAN BEA POKOK BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA
SETERUSNYA SERTA SANKSI ADMINISTRASI DAN BUNGA SERTA SANKSI ADMINISTRASI DAN BUNGA
88 PERUBAHAN PERGUB KALTIM NO 13 TAHUN 2010 TTG URAIAN TUGAS JABATAN 6 2011 |URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS [PERUBAHAN PERGUB KALTIM NO 13
STRUKTURAL PADA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAERAH PROVINSI KALTIM TAHUN 2010
PROVINSI KALTIM
89 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 7 2011 |PERGUB.07.2011 ttg PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR
90 PETUNJUK PELAKSANAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 8 2011 |PERGUB.08.2011 ttg PETUNJUK PELAKSANAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
91 PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 9 2011 |PERGUB.09.2011 ttg PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR
92 PEMBERLAKUAN TARIF PBBKB UNTUK BAHAN BAKAR BERSUBSIDI DI WILAYAH 11 2011 |PERGUB.11.2011 ttg PEMBERLAKUAN TARIF PBBKB UNTUK BAHAN BAKAR BERSUBSIDI DI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011
93 PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA 12 2011 |PERGUB.12.2011 ttg PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA KEGIATAN PERTAMBANGAN
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
94 PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERGUB NO 08 TAHUN 2010 TENTANG 14 2011 |PERGUB.14.2011 ttg PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERGUB NO 08 TAHUN 2010 PERUBAHAN KEDUA ATAS
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK LAMPIRAN PERGUB NO 08 TAHUN
BERSUBSIDI UNTU SEKTOR PERTANIAN TA 2010 BERSUBSIDI UNTU SEKTOR PERTANIAN TA 2010 2010
95 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) 17 2011 |PERGUB.17.2011 ttg PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DICABUT DENGAN PERATURAN
GUBERNUR NO 48 TAHUN 2015
96 PENETAPAN LINTAS PENYEBRANGAN TARAKAN-NUNUKAN, TARAKAN-ANCAM 23 2011 |PERGUB.23.2011 ttg PENETAPAN LINTAS PENYEBRANGAN TARAKAN-NUNUKAN, TARAKAN-
(KABUPATEN BULUNGAN) ANCAM (KABUPATEN BULUNGAN)
97 PEMBERIAN KERINGANAN PKB DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA 25 2011 |PERGUB.25.2011 ttg PEMBERIAN KERINGANAN PKB DAN PEMBEBASAN SANKSI
PEMBEBASAN POKOK BBNKB KENDARAAN BERMOTOR KEDUA YANG BERASAL DARI ADMINISTRASI SERTA PEMBEBASAN POKOK BBNKB KENDARAAN BERMOTOR KEDUA YANG
LUAR DAERAH (NON KT) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BERASAL DARI LUAR DAERAH (NON KT) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
98 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN 10 2011 |PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN MENCABUT PERGUB KALTIM NO 06
TAHUN 2002 TENTANG PAJAK
PENGAMBILAN AIR TANAH DAN AIR
PERMUKAAN
99 DEWAN PERUBAHAN IKLIM 2 2011 [DEWAN PERUBAHAN IKLIM
100 RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROV KALTIM 2012-2016 1 2012 |RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROV KALTIM 2012-2016
101 PEMBERIAN KERINGANAN PKB DAN BPKB KENDARAAN NON KT 2 2012 |PEMBERIAN KERINGANAN PKB DAN BPKB KENDARAAN NON KT




102 PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN PKB DAN BBNKB 3 2012 |PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN PKB DAN BBNKB

103 PENGATURAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH PROV KALTIM 4 2012 |PENGATURAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH PROV KALTIM

104 PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI PERTANIAN TAHUN 2012 5 2012 |PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI PERTANIAN TAHUN 2012

105 PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA PROV KALTIM NO 1 TAHUN 2012 TTG RETRIBUSI 8 2012 |PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA PROV KALTIM NO 1 TAHUN 2012 TTG RETRIBUSI JASA
JASA UMUM UMuM

106 PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMPROV KALTIM 82 2012 |PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMPROV KALTIM

107 PENYELENGGARAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PNSD PROV 14 2012 |PENYELENGGARAAN UJIAN KENPA PENYESUAIAN IJAZAH PNSD PROV KALTIM
KALTIM

108 PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMPROV KALTIM 27 2012 |PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMPROV KALTIM

109 PEDOMAN TATA PERSURATAN 45 2012 |PEDOMAN TATA PERSURATAN

110 PEDOMAN PENYUSUNAN SOP DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROV 51 2012 |PEDOMAN PENYUSUNAN SOP DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROV KALTIM
KALTIM

111 RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 54 2012 [RAD PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

112 URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL UPTD DINAS KEHUTANAN PROV KALTIM 68 2012 |URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL UPTD DISHUT PROV KALTIM

113 URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL UPTD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 69 2012 |URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL UPTD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV
PROV KALTIM KALTIM

114 PERGUB.50.2012 TTG PERUBAHAN ATAS PERGUB KALTIM NO 31 TH 2008 TTG 50 2012 |KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR HADIR BG PNS DI LINGKUNGAN PEMPROV KALTIM PERUBAHAN PERGUB KALTIM NO 31
KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR HADIR BG PNS DI LINGKUNGAN PEMPROV KALTIM TH 2008

115 PERGUB.85.2012 ttg RAD PENGARUSUTAMAAN GENDER PROV KALTIM 85 2012 [RAD PENGARUSUTAMAAN GENDER PROV KALTIM

116 PERGUB.05.2012 ttg LAMPIRAN 5 2012 [LAMPIRAN

117 PERGUB.06.2012 ttg PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA INDUSTRI DAN 6 2012 |PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA INDUSTRI DAN JASA DALAM PENGELOLAAN
JASA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP

118 PERGUB.09.2012 ttg PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NO 2 TAHUN 2012 TTG 9 2012 |PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NO 2 TAHUN 2012 TTG RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI JASA USAHA

119 PERGUB.11.2012 ttg IZIN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 11 2012 [IZIN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

120 PERGUB.12.2012 ttg PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA PROV KALTIM NO 3 TAHUN 12 2012 |PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA PROV KALTIM NO 3 TAHUN 2012 TTG RETRIBUSI PERIZINAN
2012 TTG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TERTENTU

121 PERENCANAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL 13 2012 |PERENCANAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL TAHUN 2011-
TAHUN 2011-2015 2015

122 TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI 60 2012 |TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
KALIMANTAN TIMUR TIMUR

123 TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI 60 2012 |TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN |LAMPIRAN
KALIMANTAN TIMUR TIMUR

124 PERUBAHAN TARIF IZIN TRAYEK DAN TARIF IZIN USAHA PERIKANAN 15 2012 |PERUBAHAN TARIF IZIN TRAYEK DAN TARIF IZIN USAHA PERIKANAN

125 PEMBEBASAN BEA POKOK BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN 16 2012 |PEMBEBASAN BEA POKOK BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA
SETERUSNYA SERTA SANKSI ADMINISTRASI DAN BUNGA SERTA SANKSI ADMINISTRASI DAN BUNGA

126 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 17 2012 |RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
TAHUN 2013 2013

127 PENYELENGGARAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI 18 2012 |PENYELENGGARAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YANG DIANGKAT NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YANG DIANGKAT DARI TENAGA
DARI TENAGA HONORER HONORER

128 RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI (RKTP) TAHUN 2011 - 2030 19 2012 |RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI (RKTP) TAHUN 2011 - 2030

129 RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI (RKTP) TAHUN 2011 - 2030 19 2012 |RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI (RKTP) TAHUN 2011 - 2030 LAMPIRAN




130 |TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 20 2012 |TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

131 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 21 2012 |PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 33 TAHUN (PERUBAHAN KEDUA ATAS PERGUB
33 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN NOMOR 33 TAHUN 2011
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 TIMUR TAHUN 2012

132 PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN BANDAR 22 2012 |PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA LONG |PERUBAHAN PERATURAN
UDARA LONG BAWAN KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BAWAN KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011- |GUBERNUR KALTIM NOMOR 67
TAHUN ANGGARAN 2011-2013 2013 TAHUN 2011

133 PELAKSANAAN KONTRAK TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA LONG 23 2012 |PELAKSANAAN KONTRAK TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA LONG APUNG PERUBAHAN PERATURAN
APUNG KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011-2013 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2011-2013 NOMOR 68 TAHUN 2011

134 PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN BANDAR 24 2012 |PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA DATAH |PERUBAHAN PERATURAN
UDARA DATAH DAWAI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAWAI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011- |GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2011-2013 2013 NOMOR 69 TAHUN 2011

135 PEMBERIAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL / 25 2012 |PEMBERIAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL / ANGGOTA
ANGGOTA KORPRI, PENSIUNAN BESERTA KELUARGA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP KORPRI, PENSIUNAN BESERTA KELUARGA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

136 ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS 26 2012 |ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DINAS BALAI KESEHATAN MATA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT DINAS KESEHATAN BALAI KESEHATAN MATA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT DINAS KESEHATAN PROVINSI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR

137 PEDOMAN KOMPENSASI ATAS PERALATAN PERIKANAN AKIBAT EKSPLORASI DAN 28 2012 |PEDOMAN KOMPENSASI ATAS PERALATAN PERIKANAN AKIBAT EKSPLORASI DAN
EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA
USAHA MILIK DAERAH SERTA PERUSAHAAN/BADAN USAHA SWASTA/ASING ATAU MILIK DAERAH SERTA PERUSAHAAN/BADAN USAHA SWASTA/ASING ATAU INVESTOR
INVESTOR

138 ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PADA RUMAH SAKIT JIWA 29 2012 |ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA
DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM HUSADA MAHAKAM

139 PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 29 TAHUN 2012 30 2012 |PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 29 TAHUN 2012 TENTANG
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2012 KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2012

140 PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN 31 2012 |PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA
PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

141 PEDOMAN PENILAIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AWARD PADA 32 2012 |PEDOMAN PENILAIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AWARD PADA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN TIMUR PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN TIMUR

142 PEDOMAN PENILIAIAN SAFETY AWARD PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI 33 2012 |PEDOMAN PENILIAIAN SAFETY AWARD PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI
KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR

143 FORUM PENGUATAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN 34 2012 |FORUM PENGUATAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

144 PEMBERIAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI 35 2012 |PEMBERIAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/ANGGOTA PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SIPIL/ANGGOTA KORPRI, PENSIUNAN BESERTA KELUARGA DAN PEGAWAI TIDAK KORPRI, PENSIUNAN BESERTA KELUARGA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2012

145 KETENTUAN TENAGA HONORER (PEGAWAI TIDAK TETAP) DILINGKUNGAN 37 2012 |KETENTUAN TENAGA HONORER (PEGAWAI TIDAK TETAP) DILINGKUNGAN PEMERINTAH PERUBAHAN PERATURAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2007
146 PELAKSANAAN KONTRAK KEGIATAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN BANDAR 46 2012 |PELAKSANAAN KONTRAK KEGIATAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA LONG |PERUBAHAN KEDUA ATAS

UDARA LONG BAWAN KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2011 - 2013

BAWAN KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011 -
2013

PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR NO 67 TAHUN
2011




147 PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN BANDAR 47 2012 |PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA LONG |PERUBAHAN KEDUA ATAS
UDARA LONG APUNG KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR APUNG KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011- PERATURAN GUBERNUR
TAHUN ANGGARAN 2011-2013 2013 KALIMANTAN TIMUR NOMOR 68
TAHUN 2011
148 PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN BANDAR 48 2012 |PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA DATAH |[PERUBAHAN KEDUA ATAS
UDARA DATAH DAWAI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAWAI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011 - [PERATURAN GUBERNUR
TAHUN ANGGARAN 2011 - 2013 2013 KALIMANTAN TIMUR NOMOR 69
TAHUN 2011
149 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 49 2012 |PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2012 ANGGARAN 2012
150 PEDOMAN TEKNIS PERALATAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 52 2012 |PEDOMAN TEKNIS PERALATAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR
151 PENERAPAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERENCANAAN 61 2012 |PENERAPAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
152 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH 56 2012 |TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
153 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 91 59 2012 |PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 91 TAHUN 2005 MENGUBAH PERATURAN
TAHUN 2005 TENTANG KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH PROVINSI TENTANG KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 91 TAHUN 2005
154 Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi 83 2012 |Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan
Keuangan Dan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur
155 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KARST SANGKULIRANG- 67 2012 |PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KARST SANGKULIRANG-MANGKALIHAT DI
MANGKALIHAT DI KABUPATEN BERAU DAN KABUPATEN KUTAI TIMUR KABUPATEN BERAU DAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
156 JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 65 2012 |JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
157 STANDARISASI DAN DESAIN KELEMBAGAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 36 2012 |STANDARISASI DAN DESAIN KELEMBAGAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN
DAN KUALIFIKASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN KUALIFIKASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TIMUR
158 JAMINAN KESEHATAN PROVINSI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN BAGI 42 2012 |JAMINAN KESEHATAN PROVINSI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU DI KALIMANTAN TIMUR DAN TIDAK MAMPU DI KALIMANTAN TIMUR
159 KAWASAN TANPA ROKOK 1 2013 |KAWASAN TANPA ROKOK
160 PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEJABAT STRUKTURAL ESELON | DAN Il 21 2013 |Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Struktural Eselon | dan Il di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
161 PEMBERIAN KERINGAN PEMBAYARAN PKB DAN BBNKB KENDARAAN DUMPTRUCK 3 2013 |PEMBERIAN KERINGAN PEMBAYARAN PKB DAN BBNKB KENDARAAN DUMPTRUCK YG TIDAK
YG TIDAK MENGGUNAKAN JALAN UMUM MENGGUNAKAN JALAN UMUM
162 BATAS UP DAN GU SKPD PEMPROV KALTIM 7 2013 |BATAS UP DAN GU SKPD PEMPROV KALTIM
163 PEDOMAN DEPOSITO UANG MILIK DAERAH 9 2013 |PEDOMAN DEPOSITO UANG MILIK DAERAH
164 PERUBAHAN PERGUB 7.2011 TTG JUKNIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 12 2013 |PETUNJUK TEKNIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PERUBAHAN PERGUB NOMOR 07
TAHUN 2011
165 PERGUB.13.2013 ttg PERUBAHAN PERGUB 8.2011 TTG JUKLAK BBNKB 13 2013 |PETUNJUK PELAKSANAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PERUBAHAN PERGUB NOMOR 08
TAHUN 2011
166 PERGUB.14.2013 ttg PERUBAHAN PERGUB 10.2011 TTG JUKLKAK PBBKB 14 2013 |PETUJUK PELAKSANAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PERUBAHAN PERGUB 10.2011
167 PERGUB.15.2013 ttg PERUBAHAN PERGUB 10.2013 JUKLAK PEMUNGUTAN PAJAK 15 2013 |PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PERUBAHAN PERGUB 10.2011
AIR PERMUKAAN
168 PERGUB.16.2013 ttg PENGATURAN PENGELOLAAN PEMBAGIAN DAN ALOKASI 16 2013 |PENGATURAN PENGELOLAAN PEMBAGIAN DAN ALOKASI BIAYA PUNGUT PBB
BIAYA PUNGUT PBB
169 PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN 5 2013 |PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA YANG BERASAL DARI
LUAR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SANKSI ADMINISTRASI SERTA PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA YANG BERASAL DARI LUAR PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR




170 PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 18 2013 |PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR

171 TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA 24 2013 |TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

172 PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH 25 2013 |PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

173 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 34 2013 |RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014
2014

174 PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT / PEGAWAI NEGERI 44 2013 |PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL,
SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK
KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

175 PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN PEMPROV.KALTIM 32 2013 |[PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN PEMPROV.KALTIM

176 BESARAN BELANJA DENGAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA SKPD DI 31 2013 |BESARAN BELANJA DENGAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA SKPD DI LINGKUNGAN
LINGKUNGAN PEMPROV.KALTIM PEMPROV.KALTIM

177 PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMPRV.KALTIM 36 2013 [PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMPRV.KALTIM

178 PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERDA TENTANG PERUBAHAN 49 2013 |PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERDA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROV.KALTIM TAHUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROV.KALTIM TAHUN ANGGARAN 2013
ANGGARAN 2013

179 PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH PROV.KALTIM 45 2013 [PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH PROV.KALTIM

180  [TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM SUNGAI DAN DANAU LINTAS KAB/KOTA 52 2013 |TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM SUNGAI DAN DANAU LINTAS KAB/KOTA DALAM
DALAM WILAYAH PROV.KALTIM WILAYAH PROV.KALTIM

181 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN 22 2013 |ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KHUSUS DAN
KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN LAYANAN KHUSUS PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TIMUR

182 ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN INDUSTRI DAN 50 2013 |ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN INDUSTRI DAN PELABUHAN
PELABUHAN INTERNASIONAL MALOY INTERNASIONAL MALOY

183 PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS DILINGKUNGAN PEMPROV KALTIM 26 2013 [PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS DILINGKUNGAN PEMPROV KALTIM

184 PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ARSIP STATIS DILINGKUNGAN 27 2013 |PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ARSIP STATIS DILINGKUNGAN PEMPROV
PEMPROV KALTIM KALTIM

185 PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMPROV KALTIM 28 2013 [PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMPROV KALTIM

186 PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP IN AKTIF DILINGKUNGAN PEMPROV KALTIM 29 2013 |PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP IN AKTIF DILINGKUNGAN PEMPROV KALTIM

187 RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 53 2013 |RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
TAHUN 2013 - 2017 2013 -2017

188 UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGUNGAN 37 2013 |UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGUNGAN PEMERINTAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

189 PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI 2 2013 |PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012 SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012 GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2012

190 PEDOMAN TATA CARA AKUISISI ARSIP STATIS 17 2013 |PEDOMAN TATA CARA AKUISISI ARSIP STATIS

191 PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2013 60 2013 |PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012
NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2013
2013

192 PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 63 2013 |PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG |PERUBAHAN ATAS PERATURAN

TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2012

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2012




193 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 66 2013 |PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 |PEMBERLAKUAN PERATURAN
TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2013 BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2013 46 TAHUN 2013

194  |TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA 74 2013 |TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2013

195 PEDOMAN PENILAIAN KRITERIA DAN JENIS ARSIP YANG MEMILIKI NILAI GUNA 19 2013 |PEDOMAN PENILAIAN KRITERIA DAN JENIS ARSIP YANG MEMILIKI NILAI GUNA SKUNDER
SKUNDER

196 PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI 39 2013 |PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI
ADMINISTRASI BAGI KENDARAAN BAGI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN KENDARAAN BAGI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 2005 KE BAWAH
PEMBUATAN 2005 KE BAWAH

197 TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM 41 2013 |TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS
PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI
PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

198  |TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN TAKSI ARGOMETER 42 2013 |TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN TAKSI ARGOMETER DALAM
DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

199 TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI 46 2013 |TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI UNTUK
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR

200  [JENIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 47 2013 |JENIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR

201 FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 48 2013 |FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR

202 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA RUMAH SAKIT JINVA DAERAH ATMA HUSADA 51 2013 |STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA
MAHAKAM MAHAKAM

203 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI 54 2013 |STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN
KALIMANTAN TIMUR TIMUR

204 PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 55 2013 |PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

205 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 56 2013 |PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

206 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 57 2013 |PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2013 ANGGARAN 2013

207 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT 59 2013 |PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAERAH DAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 ANGGARAN 2014

208 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT 59 2013 |PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |LAMPIRAN I -1I
DAERAH DAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 ANGGARAN 2014

209 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT 59 2013 |PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |LAMPIRAN lIlI
DAERAH DAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 ANGGARAN 2014

210 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT 59 2013 |PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |LAMPIRAN IV

DAERAH DAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014




211 PEDOMAN UMUM PEMBERIAN TAMBAHAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN BAGI 61 2013 |PEDOMAN UMUM PEMBERIAN TAMBAHAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN BAGI PRAJA
PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAERAH ASAL PENDAFTARAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAERAH ASAL PENDAFTARAN PROVINSI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
212 PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI 62 2013 |PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON |PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2013
213 JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 70 2013 |JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
214 PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG 71 2013 |PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA
DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA ANGGARAN BERIKUTNYA
215 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS 77 2013 |ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEHUTANAN MENCABUT PERGUB NO 26 TAHUN
KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2009 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS
KEHUTANAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
216 KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR HADIR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 73 2013 |KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR HADIR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PERUBAHAN KE EMPAT ATAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 31
TAHUN 2008
217 PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI 68 2013 |PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
218 KEBUTUHAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR 76 2013 |KEBUTUHAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHUN ANGGARAN 2014
219 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS 43 2013 |PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK
UNTUK KEGIATAN PENGANGKUTAN BATUBARA DAN KELAPA SAWIT KEGIATAN PENGANGKUTAN BATUBARA DAN KELAPA SAWIT
220 PEMBERIAN HONORARIUM KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 80 2013 |PEMBERIAN HONORARIUM KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR
221 PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN 10 2013 |PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LAYANAN UMUM DAERAH
222 PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 18 2013 |PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR
223 TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH 58 2013 |TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UMUM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
224 PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI 1 2014 |PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI Mencabut Peraturan Gubernur

BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMU

PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP
DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor 44 Tahun 2103 tentang
Petunjuk Perjalanan Dinas Bagi
Pejabat/Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga
Kontrak Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dan
Peraturan Gubernur Nomor 62
Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Gubernur No 44 Tahun
2013




225 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 2 2014 |TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR
226 TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 3 2014 |TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH
227 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PROMOSI PARIWISATA KALIMANTAN TIMUR 6 2014 |ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PROMOSI PARIWISATA KALIMANTAN TIMUR
228 PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN 4 2014 |PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN Peraturan Gubernur ini berlaku dari
PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA YANG BERASAL |15 Maret 2014 sampai dengan 15
SETERUSNYA YANG BERASAL DARI LUAR DAERAH DARI LUAR DAERAH Juni 2014, seterusnya ditetapkan
dengan ketentuan yang berlaku
229 PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA 5 2014 |PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM |Peraturan ini mencabut Peraturan
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Gubenur No 12 Tahun 2011 tentang
Program Penilaian Peringkat Kinerja
Kegiatan Pertambangan Batubara
Dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
230 TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI 9 2014 |TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR
231 KEBIJAKAN INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 10 2014 |KEBIJAKAN INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR
232 PENYELENGGARAAN PUSKESMAS 24 JAM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 11 2014 |PENYELENGGARAAN PUSKESMAS 24 JAM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
233 PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2013 16 2014 |PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG
TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012
NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2013
2013
234 PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN 17 2014 |PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
235 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL 20 2014 |STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL
236 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 21 2014 |ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
TAHUN 2014 - 2018 2014 - 2018
237 PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG 24 2014 |PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014 UNTUK GELAR TEKNOLOGI TEPAT TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014 UNTUK GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA NASIONAL XVI
GUNA NASIONAL XVI TAHUN 2014 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
238 PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP ASET NEGARA/DAERAH DI LINGKUNGAN 25 2014 |PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP ASET NEGARA/DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
239 PEDOMAN PEMBUATAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP 26 2014 |PEDOMAN PEMBUATAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
DINAMIS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
240 PEDOMAN PENYERAHAN ARSIP STATIS BAGI ORGANISASI POLITIK, ORGANISASI 27 2014 |PEDOMAN PENYERAHAN ARSIP STATIS BAGI ORGANISASI POLITIK, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, DAN PERSEORANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEMASYARAKATAN, DAN PERSEORANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
241 PEDOMAN PEMBINAAN KEARSIPAN DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 28 2014 |PEDOMAN PEMBINAAN KEARSIPAN DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR




242 PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ARSIP STATIS MEDIA NON TEKSTUAL 29 2014 |PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ARSIP STATIS MEDIA NON TEKSTUAL DI
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
243 PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN DI PROVINSI 30 2014 |PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR
244 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 31 2014 |PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 05
NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH TAHUN 2013 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
245 Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Pendidikan dan 12 2014 |Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan MENGUBAH LAMPIRAN Il HURUF A
Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur BUTIR 2 PERDA NO 01 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
246 Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 13 2014 |Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
247 Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Peraturan daerah Tentang Perubahan 14 2014 |Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014
Anggaran 2014
248 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 15 2014 |Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014
2014
249 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 18 2014 |Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014
250 Pembinaan Lahan Pertanian Pengan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur 33 2014 |Pembinaan Lahan Pertanian Pengan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur
251 Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 34 2014 |Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
252 Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pokok 35 2014 |Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pokok
253 Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 36 2014 |Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se
se Kalimantan Timur Kalimantan Timur
254 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat 37 2014 |Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat
255 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2013 38 2014 |Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Mengubah Pergub Kaltim Nomor 77
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Tahun 2013
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Timur
256 Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Timur 39 2014 |Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Timur
257 Lampiran 39 2014 |Lampiran Lampiran
258 PEMBERIAN HONORARIUM KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 47 2014 |PEMBERIAN HONORARIUM KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR
259 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 51 2014 |PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2014 ANGGARAN 2014
260 Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Dengan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi 57 2014 |TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN TRAYEK ANTAR KOTA DALAM
Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum Dan Mobil Penumpang Umum Di PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG
Provinsi Kalimantan Timur. UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
261 Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Dengan Taksi Argometer Dalam Wilayah 58 2014 |TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPNG UMUM DENGAN TAKSI ARGOMETER DALAM WILAYAH
Provinsi Kalimantan Timur. PROVINSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
262 Petunjuk Teknis Pembangunan Rumah Layak Huni 60 2014 |PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
263 PEngelolaan Dan Pemakaian GEdung wanita "Bina Rahayu" Samarinda 23 2014 |PENGELOLAAN DAN PEMAKAIAN GEDUNG WANITA "BINA RAHAYU" SAMARINDA
264 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2011 42 2014 |Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Tata
Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Daerah Provinsi Kalimantan Timur
265 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI 8 2014 |ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN

KALIMANTAN TIMUR

TIMUR




266 ANALISIS STANDAR BELANJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 68 2014

267 PEMENUHAN PENYERTAAN MODAL DASAR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN 41 2014
TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMIN KREDIT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

268 PEMBERIAN HONORARIUM KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 47 2014
KALIMANTAN TIMUR

269 PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KERUKUNAN 45 2014
UMAT BERAGAMA

270 PERENCANAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG 48 2014
KETENAGAKERJAAN TAHUN 2012-2018

271 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 7 TAHUN 32 2014
2014 TENTANG PANDUAN PROGRAM BEASISWA KALTIM CEMERLANG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

272 PANDUAN PROGRAM BEASISWA KALTIM CEMERLANG PEMERINTAH PROVINSI 7 2014
KALIMANTAN TIMUR

273 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI 8 2014
KALIMANTAN TIMUR

274 PENGELOLAAN DAN PEMAKAIAN GEDUNG WANITA "BINA RAHAYU" SAMARINDA 23 2014

275 PELAKSANAAN KEGIATAN POLA KONTRAK TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN JALAN 43 2014
TOL BALIKPAPAN - SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014-
2018

276 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 36 42 2014
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN
JAMAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

277 PELAKSANAAN KEGIATAN POLA KONTRAK TAHUN JAMAK PEMBANGUNA 44 2014
KONSTRUKSI RUNWAY BANDAR UDARA SAMARINDA BARU KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014-2018

278 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI 46 2014
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

279 PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 50 2014
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

280 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 49 2014
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

281 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 51 2014
TAHUN ANGGARAN 2014

282 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 52 2014
ANGGARAN 2015

283 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 52 2014
ANGGARAN 2015

284  |TARIF ANGKUTAN PENYEBRANGAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI 55 2014
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, DAN ALAT-ALAT
BERAT/BESAR

285 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 56 2014

24 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR




286  |TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM 57 2014
PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL
PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

287  |TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN TAKSI ARGOMETER 58 2014
DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

288  |ANALISIS STANDAR BELANJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 68 2014

289  |ANALISIS STANDAR BELANJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 68 2014 LAMPIRAN |

290  |ANALISIS STANDAR BELANJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 68 2014 LAMPIRAN II

291 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAA TANAH BAGI 46 2014 |PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAA TANAH BAGI PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM UNTUK KEPENTINGAN UMUM

292 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 47 TAhun 2014 Tentang 67 2014 |Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 47 TAhun 2014 Tentang Pemberian
Pemberian Honorarium Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Honorarium Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Timur

293 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DI 63 2014 |STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DI LINGKUNGAN
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

294 PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM 4 2015 |PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN
DAN BATUAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BATUAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

295 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTA TIMUR NOMOR 63 TAHUN 5 2015 |PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTA TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2012
2012 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PROVINSI KALIMANTAN TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK
TIMUR UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TIMUR

296 PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI 1 2015 |PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI
BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP
TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TIMUR

297  [JENIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 21 2015 |[JENIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR

298 PENATAAN PEMBERIAN IZIN DAN NON PERIZINAN SERTA PENYEMPURNAAN TATA 17 2015 |PENATAAN PEMBERIAN IZIN DAN NON PERIZINAN SERTA PENYEMPURNAAN TATA KELOLA
KELOLA PERIZINAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PERIZINAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI
KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

299 KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN 6 2015 |KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TIMUR TAHUN 2015 TAHUN 2015

300 PENDELEGASIAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PRODUK HUKUM 2 2015 |PENDELEGASIAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG
DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT BERSIFAT PENETAPAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

301 |TARIF ANGKUTAN PENYEBRANGAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI 8 2015 |TARIF ANGKUTAN PENYEBRANGAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI UNTUK
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, DAN ALAT-ALAT PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR
BERAT/BESAR

302 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN 9 2015 |PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PELATIHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

303 PROSEDUR DAN TATA CARA PENGHAPUSAN INVESTASI NON PERMANEN MILIK 7 2015 |PROSEDUR DAN TATA CARA PENGHAPUSAN INVESTASI NON PERMANEN MILIK PEMERINTAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

304 PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN TAKSI 10 2015 |PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN TAKSI ARGOMETER
ARGOMETER DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

305 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA 12 2015 |PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA LABORATORIUM

LABORATORIUM PPMHP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

PPMHP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR




306 PEDOMAN UMUM PEMBERIAN TAMBAHAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN BAGI 13 2015 |PEDOMAN UMUM PEMBERIAN TAMBAHAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN BAGI PRAJA
PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAERAH ASAL PENDAFTARAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAERAH ASAL PENDAFTARAN PROVINSI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR

307 PETUNJUK TEKNIS PROGRAM AGRARIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 14 2015 |PETUNJUK TEKNIS PROGRAM AGRARIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

308 PEDOMAN PENERBITAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA 15 2015 |PEDOMAN PENERBITAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA

309 PENAJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBANGUNAN PERBATASAN 16 2015 |PENAJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DAERAH
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

310 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 23 2015 |PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2011
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
KENDARAAN BERMOTOR

311 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 08 24 2015 |PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2011
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
BERMOTOR

312 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09 25 2015 |PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2011
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BAHAN BAKAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
KENDARAAN BERMOTOR

313 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 26 2015 |PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN
PERMUKAAN

314 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENILAIAN 27 2015 |ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENILAIAN KOMPETENSI
KOMPETENSI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TIMUR

315 TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTARKOTA DALAM 11 2015 |TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTARKOTA DALAM PROVINSI KELAS
PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI
PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

316 TATA LAKSANA KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH 35 2015 |TATA LAKSANA KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH PABRIK KELAPA
PABRIK KELAPA SAWIT SAWIT

317 PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN 31 2015 |PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

318 TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN 32 2015 |TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING) SERTA TATA CARA PELAPORAN DAN PUBLIKASI PELAKSANAAN (WHISTLEBLOWING) SERTA TATA CARA PELAPORAN DAN PUBLIKASI PELAKSANAAN
PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

319 TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH 33 2015 |TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

320 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI 3 2015 |Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PNS Daerah Non PNS

321 PEDOMAN PENETAPAN JAWDAL RETENSI ARSIP PEMERINTAHAN DI PROVINSI 18 2015 |Pedoman Penetapan Jadwal Retensi Arsip Pemerintahan Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur
KALIMANTAN TIMUR

322 PEDOMAN PENETEPAN JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAHAN DAERAH DI 19 2015 |PEDOMAN PENETEPAN JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR

323 PEDOMAN PELAKSANAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN PEJABAT 20 2015 |PEDOMAN PELAKSANAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN PEJABAT
FUNGSIONAL ARSIPARIS PERGAWAI NEGERI SIPIL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR FUNGSIONAL ARSIPARIS PERGAWAI NEGERI SIPIL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

324 PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN DI 28 2015 |PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN DI LINGKUNGAN
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

325 PANDUAN PROGRAM BEASISWA KALTIM CEMERLANG PEMERINTAH PROVINSI 29 2015 |PANDUAN PROGRAM BEASISWA KALTIM CEMERLANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN

KALIMANTAN TIMUR

TIMUR




326 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 30 2015 |RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016
2016

327 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN 36 2015 |PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TIMUR TAHUN 2015 TAHUN 2015

328 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA UPTD BALAI 37 2015 |PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA UPTD BALAI PENGUJIAN DAN
PENGUIJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN, SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

329 PETUNNJUK PELAKSANAAN REKLAMASI DAN REVEGETASI LAHAN SERTA 38 2015 |PETUNJUK PELAKSANAAN REKLAMASI DAN REVEGETASI LAHAN SERTA PENUTUPAN LUBANG
PENUTUPAN LUBANG TAMBANG BATU BARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAMBANG BATU BARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

330 PEDOMAN PELAKSANAAN DAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA 39 2015 |PEDOMAN PELAKSANAAN DAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TIMUR

331 PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG 40 2015 |PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015 TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

332 PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA RUMASH SAKIT UMUM 41 2015 |PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA RUMASH SAKIT UMUM DAERAH dr.
DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KANUJOSO DJATIWIBOWO PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

333 PERUBAHAN ATAAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 25 42 2015 |PERUBAHAN ATAAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 25 TAHUN 209
TAHUN 209 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS
DINAS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANRAN TIMURA KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANRAN TIMURA

334 DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 45 2015 |DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

335 KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 51 2015 |KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

336 PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN 47 2015 [PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

337 TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA KALIMANTAN 52 2015 |TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA KALIMANTAN TIMUR
TIMUR

338 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 55 2015 |PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2015 ANGGARAN 2015

339 PEDOMAN KOMPENSASI ATAS ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU 34 2015
PENANGKAPAN IKAN KETERKAITAN DENGAN EKSPLORASI AN EKSPLOITASI MINYAK
DAN GAS BUMI OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH
SERTA PERUSAHAAN BADAN USAHA SWASTA/ASING ATAU INVESTOR

340 PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN 61 2015
BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

341 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09 62 2015 MERUBAH PERGUB 09 TAHUN 2010
TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

342 PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4 56 2015 |PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2007  |MENCABUT PERATURAN GUBERNUR

TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN TENAGA HONORER (PEGAWAI TIDAK TETAP) DI
LINGKUNGAN PEMERINTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 37
TAHUN 2012

TENTANG KETENTUAN TENAGA HONORER (PEGAWAI TIDAK TETAP) DI LINGKUNGAN
PEMERINTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2012

KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4
TAHUN 2007 YANG TELAH DIBAH
DENGAN PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 37
TAHUN 2012




343 PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP 58 2015
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK MENERBITKAN PENETAPAN PENERAPAN
SANKSI ADMINISTRASI
344 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 57 2015
KALIMANTAN TIMUR
345 PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DI PROVINSI KALIMANTAN 54 2015
TIMUR
346 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 48 2015 MENCABUT PERATURAN GUBERNUR
NO 17 TAHUN 2011
347 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 49 2015
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
348 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA 43 2015
PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016
349 TATA KELOLA KORPORASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO 59 2015
DJATIWIBOWO
350 KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 67 2015 + LAMPIRAN |, 11, 11l
351 KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 67 2015 LAMP IV, V, VI, VIl
352 KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 67 2015 LAMP VIII, IX, X, XI, XI1, Xl
353 KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 67 2015 LAMP XIV, XV, XVI
354 PEMBANGUNAN KEBUN KEMITRAAN UNTUK MASYARAKAT SEKITAR PERUSAHAAN 50 2015
PERKEBUNAN
355 KOMISI PENGAWAS REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG DAERAH 53 2015 [KOMISI PENGAWAS REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG DAERAH
356 SISTEM AKUTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 69 2015 [SISTEM AKUTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
357 REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI DAN DEWAN PENGAWAS 44 2015
RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
358 PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4 56 2015 |PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2004
TAHUN 2004 TENTANG KETENTUAN TENAGA HONORER (PEGAWAI TIDAK TETAP) DI TENTANG KETENTUAN TENAGA HONORER (PEGAWAI TIDAK TETAP) DI LINGKUNGAN
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAIMANA TELAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 37 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2012
TAHUN 2012
359 POLA KEMITRAAN USAHA AYAM RAS PEDAGING 22 2015 |[POLA KEMITRAAN USAHA AYAM RAS PEDAGING
360 PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI 63 2015 |PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI KALIMANTAN
KALIMANTAN TIMUR TIMUR
361 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 45 46 2015 MERUBAH ATAS PERATURAN

TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
FORUM KERUKUNAN UMAM BERAGAMA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
FORUM KERUKUNAN UMAM
BERAGAMA




